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PUBLIC SERVICE QUALITY DALAM MENINGKATKAN
SATISFACTION DAN PERCEPTION PADA KANTOR DINAS
KEPENDUDUKAN KOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN
RIAU SEBAGAI SERVICE PROVIDER

Suhardi
Fakultas Ekonomi, Universitas Putera Batam
suhardi_rasiman@yahoo.com

Syaifullah
Fakultas Ekonomi, Universitas Putera Batam

ABSTRAK

Pemerintah sebagai service provider bagi masyarakat dituntut untuk memberikan pelayanan
yang berkualitas, apalagi dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN, kualitas dan
pelayanan aparatur pemerintah dituntut semakin optimal. Demikian juga halnya di Dinas
Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau dalam upaya pemberian pelayanan
kepada masyarakat kota Batam, juga tidak terlepas dari permasalahan yang berkenaan dengan
kondisi pelayanan yang relatif kualitasnya, di sisi lain, sesuai amanah UU no. 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, Pemerintah selalu berupaya memberikan kualitas pelayanan yang
baik terhadap pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana
public service quality dalam meningkatkan satisfaction dan perception pada Kantor Dinas
Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai Service Provider, sehingga dapat
bermanfaat untuk dijadikan acuan bagi dinas terkait untuk meningkatkan kualitas pelayanan
demi meningkatkan kepuasan masyarakat (pengguna layanan) yang berdampak pada
terlaksananya good governance. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kualitatif dan naturalistik, dengan pemusatan pada masalah aktual, kemudian data
dikumpulkan, diobservasi dari hasil wawancara, lalu disusun dan dianalisis. Sumber data
diambil dari informan yang berlatar belakang sebagai pelaku peristiwa yang secara langsung
terlibat dalam pelaksanaan pelayanan vyaitu: Staf/petugas layanan dan jajaranya serta
pengguna layanan yang terlibat secara langsung pada saat itu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dimensi Tangible, yang sudah sesuai dengan harapan
persepsi pengguna layanan adalah indikator Penampilan pegawai, dan Menggunakan alat
bantu dalam proses layanan, sedang indikator yang belum sesuai dengan harapan persepsi
pengguna layanan adalah Kenyamanan tempat, masih belum memberi kenyamanan; Sarana
dan prasarana yang digunakan; Kedisplinan pegawai; Pegawai memberi kemudahan dalam
melayani; Akses pelayanan dalam permohonan pelayanan, dinilai masih belum berjalan sesuai
dengan harapan. Dilihat dari dimensi Reliability dengan indikator kecermatan pegawai, memiliki
standar pelayanan yang jelas, keahlian/lkemampuan pegawai dalam menggunakan alat
bantu, semuanya sudah berjalan sesuai harapan persepsi pengguna layanan. Demikian juga
untuk dimensi responsiveness dengan indikator bagaimana respon dalam menanggapi
keluhan, pegawai sudah melakukan pelayanan dengan cepat dan tepat, pegawai melayani
dengan tepat waktu, keluhan pengguna layanan di respon, secara umum sudah berjalan sesuai
harapan persepsi pengguna layanan, hanya dalam pelaksanaannya dirasakan masih lambat.
Untuk dimensi Assurance juga sudah berjalan sesuai harapan persepsi pengguna layanan,
yaitu pelaksanaan pelayanan sudah sesuai dengan standar, petugas telah memberikan
jaminan tepat waktu, dan memberikan jaminan biaya bahwa dalam proses pengurusan
pelayanan adalah gratis untuk semua pelayanan. Dan dimensi terakhir adalah empathy, yang
sudah berjalan sesuai harapan persepsi pengguna layanan, adalah pegawai mendahulukan
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kepentingan pengguna layanan dari pada kepentingan pribadi, pegawai memberikan layanan
dengan sikap sopan santun, pegawai tidak melakukan diskriminatif, pegawai melayani dan
menghargai setiap pengguna layanan. Namun pada pelaksanaannya masih ada yang belum
sesuai harapan persepsi pengguna layanan, yaitu pegawai pelayanan belum melayani dengan
sikap keramahan. Adapun faktor penghambat public service quality dalam meningkatkan
satisfaction dan perception pada Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau sebagai service provider ini adalah kurangnya pegawai, server offline/down, kurangnya
pemahaman dari pengguna layanan. Sedang faktor pendukungnya adalah adanya fasilitas alat
bantu seperti komputer dan perangkatnya, nomor antrian otomatis, dan sudah tersedianya
jaringan internet dan server.

Kata Kunci: public service quality; satisfaction; perception; service provider
ABSTRACT

The government as a service provider for the community is required to provide quality
services, especially in facing the ASEAN Economic Community, the quality and service of the
government apparatus is demanded more optimal. Similarly, in the Department of Population of
Batam City Kepulauan Riau Province in an effort to provide services to the people of Batam
city, is also inseparable from the problems relating to the condition of service relative quality, on
the other hand, in accordance with the mandate of Law no. 25 Year 2009 on Public Service, the
Government always strives to provide good service quality to the public service. The purpose of
this study is to describe how the public service quality in improving satisfaction and perception
at the Office of Population of Batam City Kepulauan Riau Province as Service Provider, so it
can be useful to be used as a reference for the related offices to improve the quality of service
in order to improve the satisfaction of the community impact on the implementation of good
governance. The method used in this research is descriptive qualitative and naturalistic, with
concentration on actual problem, then data collected, observed from interview result, then
compiled and analyzed. Sources of data are drawn from informants with backgrounds as
perpetrators directly involved in service delivery: Staff/service officers and staffs and service
users directly involved at the time.

The results showed that the Tangible Dimension, which is in accordance with the
expectations of service user perceptions is the indicator Appearance of employees, and Using
tools in the service process, while the indicators that have not been in accordance with the
expectations of the user's perception of service is comfort Place, still not give comfort; Facilities
and infrastructure used; Employee discipline; Employees provide convenience in serving;
Access to services in the application of services, assessed still not running as expected.
Judging from Reliability dimension with employee's accuracy indicator, having clear service
standard, skill / ability of employee in using tool, everything is running as per expectation of
service user perception. Likewise for the Responsiveness dimension with the indictors of how
the response in response to complaints, the employee has done the service quickly and
appropriately, the employee serving on time, the service user's complaints in response,
generally have been run as perceived service user perception, only in the implementation is felt
is still slow . For Assurance dimension also has been run according to expectation of service
user perception, that is service implementation is in accordance with standard, officer has give
guarantee on time, and give guarantee cost that in process of service is free for all service. And
the last dimension is empathy, which has been running according to the hint of the user's
perception of service, is the employee prioritizes the interests of the service users rather than
the personal interest, the employee provides the service with courtesy, the employee does not
discriminate, the employee serves and respects every service user. But in the implementation
there are still not as expected perception of service users, ie service employees have not
served with hospitality attitude. The inhibiting factor of Public Service Quality in improving
satisfaction and perception at the Office of Population of Batam City of Kepulauan Riau
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Province as Service Provider is lack of employees, server offline/down, lack of understanding
from service user. The supporting factor is the existence of tools such as computer facilities and
devices, automatic queue number, and the availability of internet and server networks.

Keywords: public service quality; satisfaction; perception; service provider

1. PENDAHULUAN

Ide penelitian ini bermula dari cerita sang
anak yang mengurus Kartu Tanda Penduduk
(KTP), karena sesuai peraturan Pemerintah RI
Nomor 37 Tahun 2007 tentang pelaksana UU
No. 23 pasal 63 ayat 1 perihal administrasi
kependudukan bahwa: Penduduk warga Nega-
ra Indonesia dan orang asing yang mempunyai
izin tinggal tetap yang telah berusia 17 (tujuh
belas) tahun atau telah kawin atau pernah
kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk
(KTP). Sang anak bercerita bahwa pelayanan
dari pem-buatan KTP-nya tidak memuaskan,
dan tempat ruang tunggunya terbuka, panas
dan hanya ditutupi tenda saja, sehingga jika
hujan turun akan tetap kepercik air.

Untuk anak yang baru beranjak dewasa
seusia ini (baru berusia 17 tahun) pernyata-
annya tersebut masih perlu untuk diuji lagi
kebenar-annya dengan melakukan suatu pene-
litan lebih lanjut, karena dengan melakukan
penelitian, maka akan mendapatkan gambaran
yang lebih jelas dan lebih konkrit lagi. Tidak
tertutup kemungkinan persepsi sang anak ini
keliru, karena hanya mengandalkan emosional
jiwa mudanya, yang belum pernah berhadapan
langsung bagaimana proses pelayanan itu
semestinya terjadi. Selain dari itu, sang anak
tersebut hanya satu orang yang belum tentu
sama menurut pendapat orang lain, untuk
dijadikan suatu pengambilan kesimpulan bahwa
pelayanan publik di Dinas Kependudukan Kota
Batam ini tidak memuaskan.

Pada sisi lain, Pemerintah selalu berupaya
memberikan kualitas pelayanan yang baik
terha-dap pelayanan publik, sesuai dengan
amanah Undang-undang nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik, yang mengatur
tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik
yang merupakan efektifitas fungsi-fungsi
pemerintah-an. Konsekuensinya Pemerintah
Daerah (pemda) dituntut untuk meningkatkan
kinerjanya dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat yang pada hakekatnya
penyelenggaraan itu diarahkan untuk memper-
cepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat
melalui peningkatan pelayanan dan pember-

dayaan serta peningkat-an daya saing daerah
itu sendiri.

Upaya mengoptimalkan kinerja Aparatur
Pemerintah ini sebenarnya sudah lama dila-
kukan oleh pemerintah melalui perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1974 yang
lalu, lalu menjadi Undang-Undang Nomor 43
Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepega-
waian. Selain itu, untuk meningkatkan kinerja
aparatur pemerintah itu, pemerintah juga telah
mengeluarkan kebijakan lain berupa Peraturan
Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang
Pendidikan dan Latihan Jabatan Pegawai
Negeri Sipil, yang dipertegas melalui Surat
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang
Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas
dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Secara keseluruhan dikeluarkannya kebijakan
dan peraturan pemerintah itu adalah pemerin-
tah berupaya untuk mempercepat perwujudan
pelayanan publik yang lebih baik serta
berkualitas.

Walaupun di sisi lain menurut persepsi
masyarakat pemerintah daerah masih ada yang
belum maksimal dalam hal pelayanan publik-
nya. Ada beberapa penjelasan yang bisa digu-
nakan untuk memahami mengapa pemerintah
dalam birokrasinya belum maksimal dal-am
mengembangkan kinerja pelayanan yang baik,
diantaranya adalah pendapat Osborne (1998)
Banishing Bureaucracy, dalam tubuh birokrasi
pemerintah dalam menyelenggarakan pelayan-
an publiknya sangat ditentukan bagai-mana
perilakunya mengelola kelima Deoxribo Nucleic
Acid (DNA) birokrasi. DNA ini merupakan sel
inti yang menentukan watak dan karakter
makhluk hidup yang saling mengait terdiri 5
unsur vyaitu: tujuan insentif, akuntabilitas,
struktur, kekuasaan, dan kultur. Pengelolaan
dari kelima sistem kehidupan birokrasi itu akan
menentukan kualitas dari sistem pelayanan
publik. Sedang menurut pandangan Dwiyanto,
(2006: 59) menyatakan pelayanan publik dapat
dikembangkan berdasarkan client, maksudnya
adalah mendudukan diri bahwa warga negara-
lah yang membutuhkan pelayanan, membutuh-
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kan bantuan birokrasi. Sehingga pelayanan
yang dikembangkan adalah pelayanan yang
independent dan menciptakan dependensi bagi
warga negara dalam urusannya sebagai warga
negara. Warga negara (dalam hal ini adalah
masyarakat) dianggap sebagai follower dalam
setiap kebijakan, program atau pelayanan
publik.

Satu hal yang hingga saat ini seringkali
menjadi masalah dalam kaitannya hubungan
antar masyarakat (rakyat) dengan pemerintah
di daerah adalah di bidang public service,
terutama dalam hal quality pelayanan aparatur
pemerin-tah kepada masyarakat. Pemerintah
sebagai service provider bagi masyarakat
dituntut untuk memberikan pelayanan yang
berkualitas, apalagi dalam menghadapi kompe-
tisi di era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA),
kualitas dan pelayanan aparatur pemerintah
akan semakin ditantang untuk semakin optimal
dan mampu menjawab tuntutan yang semakin
tinggi dari masyarakat, baik dari segi kualitas
maupun dari segi kuantitas pelayanan. Menu-
rut Mulyadi (2007), aparat birokrasi memang
sangat diharapkan memiliki jiwa pengabdian
dan pelayanan kepada masyarakat serta
diandalkan mampu mengubah citra ‘minta
dilayani’, menjadi ‘melayani’.

Penilaian terhadap kualitas pelayanan
bukan didasarkan atas pengakuan atau peni-
laian dari pemberi pelayanan, tetapi diberikan
oleh pelanggan atau pihak yang menerima
pelayanan. Salah satu indikator kualitas
pelayanan adalah satisfaction dan perception,
misalnya ditunjukkan dengan ada tidaknya
keluhan dari pengguna jasa pelayanan. Hasil
dari pengukuran kualitas akan menjadi lan-
dasan dalam membuat kebijakan perbaikan
kualitas secara keseluruhan, karena tugas
pokok Pemerintah pada hakekatnya adalah
memberikan pelayan-an kepada masyarakat
dalam meningkatkan kesejahteraan masyara-
kat, demikian juga halnya dengan pemerin-
tahan di Dinas Kependudukan Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat kota Batam.
Dalam melayani masyarakatnya tidak terlepas
dari permasalahan yang berkenaan dengan
kondisi pelayanan yang relatif belum memu-
askan, seperti yang dikemukakan sang anak
dalam persepsinya diawal pendahuluan di atas.
Salah satu kerja birokrasi pada Kantor Dinas
Kependudukan di Kota Batam Provinsi Kepu-

lauan Riau yang dapat dilihat adalah dalam
melaksanakan tugasnya mengeluarkan Kartu
Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK),
Akte-akte Catatan Sipil dan lain-lain. Pembu-
atan Akte Catatan Sipil, KTP dan KK dapat
dikatakan merupakan suatu hal yang dekat
dengan masyarakat sehingga dapat dikatakan
pembuatan itu merupakan pelayanan dasar
pemerintah kepada masyarakatnya. Bagaimana
birokrasi tersebut dalam hal ini Dinas
Kependudukan Kota Batam bekerja melaksa-
nakan tugasnya dalam mengeluarkan KTP/KK,
Akte Kelahiran, dan lain-lain plus merupakan
lembaga birokrasi yang memiliki kewenangan
untuk melegalisirnya kembali.

Seiring dengan dengan hal itu pula, dengan
melihat laju perkembangan jumlah penduduk
Kota Batam yang kian meningkat, menyebab-
kan permintaan pelayanan publik baik KTP/KK,
Akte-akte Catatan Sipil juga ikut meningkat,
dan dengan kombinasi isu sang anak tadi, lalu
melihat upaya dari pemerintah yang selalu
ingin memberikan kualitas pelayanan yang baik
terhadap pelayanan publik, maka penelitian ini
dilakukan untuk melihat lebih lanjut “Public
Service Quality dalam meningkatkan Satisfact-
ion dan Perception Pada Kantor Dinas Kepen-
dudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Service Provider”.

2. TINJAUAN PUSTAKA
2.1. Administrasi Publik

Pada awalnya administrasi publik
menekankan tentang keberadaan administrasi
publik yang diarahkan untuk melayani publik,
lalu dalam kurun waktu tertentu mengalami
pergeseran kebatasan yang sesuai dengan
semangat dan tantangan zaman, sehingga
cakupan administrasi publik tidak terbatas pada
fungsi-fungsi di eksekutif saja, tetapi sesuatu
yang terjadi di organisasi pemerintahan,
termasuk lembaga legislatif dan lembaga
yudikatif. Perkembangan selanjutnya, adminis-
trasi publik itu tidak hanya berkenaan dengan
pelaksanaan kebijakan publik saja, tetapi lebih
jauh lagi adalah terlibat langsung dalam proses
pembuatan kebijakan publik itu  sendiri
(Sinambela, 2006: 31).

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan
bahwa administrasi publik merupakan sebuah
aktivitas yang meliputi seluruh masalah penye-
lenggaraan pemerintahan dalam suatu Negara,
dan administrasi publik juga terlibat dalam
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proses pembuatan kebijakan publik dan juga
pelaksanaan kebijakan publik.

2.2. Public Service (Pelayanan Publik)

Public Service diartikan sebagai pemberi
pelayanan, melayani keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok
dan tata cara yang ditetapkan, (Kotler dalam
Sinambela, 2010: 4). Menurut Hardiyansyah
(2011: 12), pelayanan publik adalah melayani
keperluan orang atau masyarakat atau organi-
sasi yang memiliki kepentingan pada organi-
sasi, sesuai aturan pokok dan tata cara yang
ditentukan dan ditujukan untuk memberikan
kepuasan kepada penerima layanan. Sedang
menurut Undang-undang No. 25/2009, pelayan-
an publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perun-
dang-undangan bagi setiap warga negara dan
penduduk atas barang, jasa, dan/atau pela-
yanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.

Dari definisi di atas dapat dipahami bahwa
pelayanan publik merupakan jenis bidang
usaha yang dikelola oleh pemerintah dalam
bentuk barang atau jasa untuk melayani
kepentingan masyarakat tanpa adanya orien-
tasi sesuai tata cara yang telah ditetapkan.

2.3. Public  Service
Pelayanan Publik)
Barata (2010: 36) bahwa berbicara
mengenai kualitas pelayanan, ukurannya bukan
hanya ditentukan oleh pihak yang melayani
saja tapi lebih banyak dilayani, karena
merekalah yang menikmati layanan sehingga
dapat mengukur kualitas pelayanan berdasar-
kan harapan-harapan mereka dalam memenuhi
kepuasannya.

Kemudian Tjiptono (2008: 71) mengatakan
bahwa pelayanan publik yang berkualitas
bukan hanya mengacu pada pelayanan itu
semata, juga menekankan pada proses penye-
lenggaraan atau pendistribusian pelayanan itu
sen-diri hingga ke tangan masyarakat sebagai
konsumer. Aspek-aspek kecepatan, ketepatan,
kemudahan, dan keadilan menjadi alat untuk
mengukur pelayanan publik yang berkualitas.
Hal ini berarti, pemerintah melalui aparat dalam
memberikan pelayanan publik kepada masya-

Quality  (Kualitas

rakat harus memperhatikan aspek kecepatan,
ketepatan, kemudahan, dan keadilan.

Dari pendapat di atas dapat dipahami
bahwa masyarakat dalam memberikan peni-
laian terhadap kualitas pelayanan berdasarkan
perbandingan pengalaman yang pernah dirasa-
kan dengan apa yang diharapkan atas pela-
yanan tersebut.

2.4. Indikator Kualitas Layanan
Dalam penyelenggaraan mengenai pelayan-

an publik, pemerintah dalam Undang-Undang
ten-tang pelayanan publik Nomor 25 Tahun
2009 dan Surat Keputusan Menteri Pendaya-
gunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.
PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transpa-
ransi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan
Pelayan-an Publik telah merumuskan apa yang
menjadi asas, prinsip, dan standar pelayanan
publik hal ini bertujuan untuk meningkatkan
kualitas pelayanan publik. Namun dari peng-
amatan peneliti bahwa prinsip dan standar
pelayanan publik yang digariskan oleh
pemerintah sangat sulit dioperasionalisasikan
untuk mengukur Kkualitas pelayanan publik,
karena pada dasarnya dalam penelitian
kuantitatif ~dibutuhkan konsep yang jelas
sebagai dasar peneliti untuk melakukan
penelitian agar dapat menggambarkan keteru-
kuran yang lebih nyata sesuai dengan situasi
dan kondisi di lapangan, yaitu peneliti mengacu
pendapat Kotler (2012: 499-500) mengemu-
kakan ada lima penentu mutu jasa, kelimanya
disajikan berda-sarkan tingkat kepentinganya,
meliputi :

1. Tangibles (berwujud/bukti langsung), yaitu
fasilitas fisik yang ditawarkan kepada konsu-
men yang meliputi fisik, perlengkapan/
peralatan, personil/pegawai dan sarana
komunikasi. Dimensi Tangible (Bentuk
fisik/Berwujud)

a. Penampilan Pegawai Dalam Melayani
Pengguna Layanan

b. Kenyamanan Tempat Melakukan Pela-
yanan

c. Sarana dan Prasarana yang Digunakan

d. Kedisiplinan Pegawai Dalam Melakukan
Layanan

e. Pegawai Memberi Kemudahan dalam
Melayani Pengguna Layanan

f. Akses Pelayanan dalam Permohonan
Pelayanan

g. Menggunakan Alat Bantu dalam Layanan
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2. Reliability (reliabilitas/kehandalan), yaitu ke-
mampuan untuk memberikan pelayanan
yang dijanjikan dengan segera, akurat dan
memuaskan. Dimensi Reliability (Kehandal-
an)

a. Kecermatan Pegawai dalam Melayani
Pengguna Layanan

b. Memiliki Standar Pelayanan yang Jelas

c. Keahlian/lkemampuan Pegawai dalam
Menggunakan Alat Bantu

3. Responsiveness (daya tanggap/respon-sif),
yaitu kesigapan dan kecepatan penyedia
jasa dalam menyelesaikan masalah dan
memberikan pelayanan dengan cepat atau
tanggap. Dimensi Responsiveness (Respon-
sif)

a. Respon/tanggapan Dalam Menanggapi
Keluhan-keluhan Pengguna Layanan

b. Pegawai Melakukan Pelayanan Dengan
Cepat dan Tepat

c. Pegawai Melayani dengan Tepat Waktu
dalam Proses Layanan

d. Keluhan Pengguna Layanan Direspon
oleh Pegawai Pelayanan

4. Assurance (jaminan) yaitu kemampuan dan
keterampilan petugas, keramahan untuk
menimbulkan kepercayaan dan keamanan.
Dimensi Assurance (Jaminan)

a. Pelaksanaan Pelayanan Sudah Sesuai
dengan Standar Pelayanan

b. Petugas Memberi Jaminan Tepat Waktu
dalam Pelayanan

¢c. Memberikan Jaminan Biaya Dalam Pela-
-yanan
5. Empati (empathy), yaitu kemudahan dalam
melakukan hubungan komunikasi yang baik,
memberi perhatian pribadi/peduli, memaha-
mi kebutuhan para pelanggan. Dimensi
empati
a. Pegawai melayani pengguna layanan
dengan keramahan

b. Pegawai mendahulukan
pengguna layanan

c. Pegawai melayani dengan sikap sopan
santun

d. Pegawai tidak melakukan diskriminatif
dalam proses layanan

e. Pegawai melayani dan menghargai setiap
pengguna layanan yang datang.

kepentingan

2.3. Satisfaction (Kepuasan)
Kepuasan (satisfaction) pelanggan sebagai
“Perasaan yang timbul setelah mengevaluasi

pengalaman pemakaian produk”. Kepuasan
pelanggan merupakan evaluasi terhadap
surprise yang inheren dalam pemerolehan dan
atau pengalaman konsumsi produk (Tjiptono,
2008: 198). Menurut Wikie (Tjiptono, 2008: 24):
Kepuasan konsumen merupakan suatu
tanggapan emosional pada evaluasi terhadap
pengalaman konsumsi suatu produk atau jasa.

Salah satu pendekatan yang berhubungan
dengan kepuasan adalah teori The Expectancy
Disconfirmation Model dari Zeithaml (1990:
167) seperti gambar 1 berikut ini.

= Komunikasi dari Mulut ke
Mulut Expected Perceived
» Kebutuhan Pribadi o =XP - Service

= Pegalaman Masa Lalu Service Quality

= Komunikasi Eksternal
Satisfied

Customer

Gambar 1.

Model Expectancy Disconfirmation
Sumber: Zeithaml, 1990: 196

Satisfaction dalam hal ini adalah kepuasan
masyarakat merupakan faktor utama yang
harus diperhatikan oleh penyedia pelayanan
publik, karena kepuasan masyarakat akan
menentukan keberhasilan pemerintah dalam
menyelenggarakan pelayanan publik.

Definisi  kepuasan masyarakat sering
diartikan dengan definisi kepuasan pelanggan
atau kepuasan konsumen, hal ini hanya
dibedakan pada siapa penyedia dan apa motif
diberikannya pelayanan tersebut. Penyedia
pelayanan di dalam pelayanan publik adalah
pegawai instansi pemerintah yang melaksa-
nakan tugas pelayan-an publik sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang telah
diamanatkan. Dan, penerima pelayanan publik
adalah orang/masyarakat, lembaga instansi
pemerintah dan dunia usaha, yang memperoleh
manfaat dari suatu kegiatan penyelenggaraan
pelayanan publik.

Teori ini menekankan bahwa kepuasan atau
ketidakpuasan ditentukan oleh suatu proses
evaluasi, dimana persepsi tersebut dihasilkan
dari jasa dibandingkan dengan standar yang
diharapkan.

2.4. Perception (Persepsi)
Rangkuti (2003: 40) kepuasan pelanggan
terhadap suatu jasa ditentukan oleh tingkat
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kepentingan pelanggan sebelum menggunakan
jasa dibandingkan dengan hasil persepsi
pelanggan terhadap jasa tersebut setelah
pelanggan merasakan kinerja jasa tersebut.
Lebih jelasnya dapat dilihat Gambar 2 berikut:

Pelanggan sangat puas
/T/ Desired Service
Persepsi Pelanggan
T \L\) Adequate Service
Pelanggan sangat tidak puas

Perceived Service

(Service yang diterima
pelanggan)

Gambar 2.

Persepsi Kepuasan Pelanggan
Sumber: Rangkuti (2003: 40)

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi
pelanggan terhadap pelayanan (Vincent
Gaspersz, 2011: 41), yaitu:

1. Kebutuhan dan keinginan yang berkaitan
dengan hal-hal yang dirasakan pelanggan
ketika ia sedang mencoba melakukan
transaksi.

2. Pengalaman masa lalu ketika minggunakan
jasa.

3. Pengalaman dari teman-teman, dimana
mereka akan menceritakan tentang kualitas
pelayanan yang akan diterimanya.

4. Komunikasi melalui iklan dan pemasaran.

3. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini
berjenis deskriptif kualitatif dan naturalistik.
Kuantitatif, tujuannya adalah untuk menggam-
barkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung
pada saat penelitian ini dilakukan, menghasil-
kan penemuan-penemuan yang tidak dapat
dicapai (diperoleh) dengan menggunakan
prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-
cara lain dan kuantifikasi (pengukuran). Sedang
naturalistic merupakan penelitian yang sumber
datanya diperoleh dari situasi wajar (natural
setting) atau tanpa adanya manipulasi. Dengan
lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau yang terletak di
Jalan Ir. Sutami Nomor 3 Sekupang, Batam.

Sumber data dalam penelitian ini adalah
informan yang tetap mempertimbangkan dari
latar belakang, pelaku, peristiwa dan proses
sesuai dengan rumusan masalah yaitu infor-

man yang secara langsung terlibat dalam
pelaksanaan kualitas pelayanan KTP/KK/Akte
Kelahiran/Akte-akte Catatan Sipil dan
pelayanan lainnya di Kantor Dinas Kepen-
dudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau,
yaitu: Kepala Dinas Kependudukan/Kasubdin/
Kabag/Kepala Seksi/Staf serta Operator Pener-
bitan KTP/KK/Akte Kelahiran/Akte-akte Catatan
Sipil serta Masyarakat yang terlibat secara
langsung.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan
dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Metode Wawancara

Untuk mengumpulkan informasi dan
mengetahui secara lebih objektif mengenai
bagai-mana mekanisme pelaksanaan yang
ditampilkan pemerintah dalam melayani
publik maka dilakukan dengan teknik
wawancara atau interview. Karena dianggap
teknik wawancara/interview adalah cara
yang paling tepat untuk digunakan, sehing-
ga dapat mengetahui secara tepat faktor-
faktor apa yang menjadi penghambat dan
penunjangnya dalam proses pelayanan
kepada masyarakat ini.

Wawancara/interview secara mendalam
ini dilakukan dengan maksud untuk menda-
patkan dan menemukan apa yang terdapat
di dalam pikiran orang lain sehingga dapat
menentukan inti sari dari penelitian ini
nantinya. Lalu dalam menentukan informan
untuk diwawancarai nantinya, peneliti
menggunakan tehnik purposive sampling,
yaitu penentuan informan berdasarkan
tujuan tertentu, tetap dengan menggunakan
seleksi berdasarkan kriteria tertentu pula,
serta jumlah informan yang ditentukan
sendiri oleh peneliti berdasarkan pertim-
bangan penguasaan informasi dan data
yang diperlukan. Tujuannya adalah agar
dapat memperoleh variasi sebanyak-
banyaknya. Dan, setiap satuan berikutnya
dapat dipilih untuk memperluas informasi
yang telah diperoleh terlebih dahulu
sehingga dapat dipertentangkan atau diisi
dengan adanya kesenjangan informasi yang
ditemui.

Bentuk wawancara yang digunakan
dalam penelitian ini bertipe open-ended,
dimana peneliti bertanya kepada informan
tentang fakta-fakta suatu peristiva di
samping opini mereka mengenai peristiwva
yang ada.
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2. Metode Observasi

Yaitu data yang dibutuhkan diperoleh
dengan melakukan pengamatan langsung
terhadap fenomena yang relevan dengan
fokus penelitian. Penekanan observasi ini
berupa-ya mengungkap makna-makna yang
terkandung dari berbagai aktivitas ke arah
tujuan. Mengobservasi tindakan saat meng-
hadapi rintangan dan aktivitas dari para
pegawai Dinas Kependudukan Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau dalam memainkan
peran-nya, dan mengobservasi disetiap
tahapan proses kegiatan yang dilakukan.
Dan hasil observasi tersebut dimasukkan
dan dicatat dalam buku catatan yang
selanjutnya dilakukan pemilahan sesuai
kategori yang ada dalam fokus penelitian.

3. Metode Dokumentasi

Adalah cara untuk memperoleh data
melalui peninggalan tertulis berupa arsip-
arsip dan termasuk juga buku-buku tentang
pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan
lain-lain yang berhubungan dengan masalah
penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan penelitian Public
service quality dalam meningkatkan satisfaction
dan perception pada Kantor Dinas Kependu-
dukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Service Provider yang dinilai meng-
gunakan lima dimensi (Kotler, 2012: 499-500),
yaitu Tangible (berwujud/bentuk fisik), Relia-
bility (kehandalan), Responsiveness (daya
tanggap), Assurance (jaminan), dan Empathy
(empati), dengan fokus kelengkapan sarana
dan prasarana, profesionalisme kerja pegawai,
ketepatan waktu, kejelasan serta faktor pendu-
kung dan juga penghambatnya, ditarik simpul-
an sebagai berikut:
1. Dimensi Tangible (Bentuk Fisik)

Dimensi tangible ini merupakan fasilitas
fisik yang ditawarkan penyedia layanan
dalam menunjukkan eksistensinya pada
pengguna layanan, meliputi fasilitas fisik
tempat pelayanan, perlengkapan (teknologi)
yang digunakan, serta penampilan pegawai
dalam melayani pengguna layanan. Secara
singkat dapat diartikan sebagai penampilan
fasilitas fisik, personil, dan peralatan, serta
sarana komunikasi.

Adapun indikator dimensi tangible pada
penelitian ini adalah penampilan pegawai

yang melayani pengguna pelayanan, kenya-
manan tempat melakukan pelayanan,
sarana dan prasarana yang digunakan,
kedisplinan pegawai dalam melakukan
pelayanan, pegawai memberi kemudahan
dalam melayani pengguna layanan, akses
pelayanan dalam permohonan pelayanan,
dan menggunakan alat bantu dalam
pelayanan.

Dilihat dari dimensi tangible dengan
indikator tersebut di atas Public service
quality dalam meningkatkan satisfaction dan
perception pada Kantor Dinas Kependu-
dukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Service Provider ada yang sudah
menerapkan dimensi tangible yaitu indika-
tornya: 1) Penampilan pegawai dalam mela-
yani pengguna layanan; 2) Menggunakan
alat bantu dalam proses pelayanan sudah
sesuai dengan harapan pengguna layanan.
Namun, masih ada indikator lain dalam
pelaksanaannya belum sesuai harapan
pengguna layanan, vyaitu indikator 1)
Kenyamanan tempat melakukan pelayanan.
Kenyamanan tempat pelayanan masih
belum nyaman, karena jumlah pengguna
layanan banyak, sedang tempat/ruangnya
sangat kecil, sehingga banyak dari
pengguna layanan yang berada diluar
karena ruang terlalu kecil. Diluar kantor
tentunya panas, belum lagi jika hujan. 2)
Sarana dan Prasarana yang Digunakan.
Kelengkapan sarana dan prasarana masih
belum memadai, karena jumlah tempat
duduk sangat sedikit sehingga pengguna
layanan banyak yang tidak mendapat
tempat duduk dikarenakan ruangan kecil. 3)
Kedisiplinan pegawai dalam melakukan
proses layanan, juga masih ditemukan
pegawai belum waktunya istirahat, dia
sudah istirahat/sudah merokok. 4) Pegawai
memberi kemudahan dalam melayani
pengguna layanan. Dinilai masih ada yang
dinilai tidak memberi kemudahan dalam
pengguna layanan, karena pegawai tidak
meneliti secara keseluruhan dokumen
mereka, mengakibatkan pengguna layanan
harus bolak balik sehingga terkesan susah,
dipersulit dan tidak memberi kemudahan. 5)
Akses Pelayanan Dalam Permohonan
Pelayanan. Dinilai masih belum berjalan,
karena belum tersedianya papan informasi
tentang persyaratan, tahapan/alur (akses
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layanan) sehingga pengguna layanan harus
bolak balik untuk melengkapi dokumennya,
kendati akses di media sosial/internet (web
site) sudah ada, namun tidak semua
masyarakat yang memiliki dan tahu akses
internet tersebut.

Kenyamanan tempat pelayanan; Keleng-
kapan sarana dan prasarana; Kedisiplinan
pegawai; Kemudahan akses layanan sangat
mempengaruhi proses pelayanan. Penyedia
layanan dalam hal ini Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam harus
lebih memperhatikan indikator yang dinilai
pengguna layanan masih kurang tersebut,
karena jika pengguna layanan sudah
merasa nyaman dengan tempat yang
memadai sudah disediakan dengan baik,
istirahat tepat waktu (disiplin), dan adanya
informasi tentang akses layanan (persya-
ratan/alur tahapan layanan), maka akan
berpengaruh baik bagi Kantor Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Batam, demikian sebaliknya, jika pengguna
layanan masih merasa belum nyaman
dengan kondisi tempat layanan yang
disediakan ini, sarana/prasarana masih
kurang, akses layanan tidak dapat dibaca,
ditambah tidak memberi kemudahan dan
tidak disiplin (istirahat belum waktunya),
maka akan berpengaruh buruk bagi Kantor
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam.

. Dimensi Reliability (Kehandalan)

Dimensi reliability ini merupakan kemam-
puan penyedia layanan untuk memberikan
pelayanan yang dijanji-kan dengan segera,
secara, tepat dan terpercaya. Kehandalan
pegawai dalam memberikan pelayanan
sangat membantu  pengguna layanan
dalam menerima pelayanan dengan cepat
dan mudah.

Adapun indikator dimensi kehandalan
(reliability) pada penelitian ini  adalah
kecermatan pegawai dalam melayani,
memiliki standar pelayanan yang jelas,
kemampuan/keahlian pegawai dalam
menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan.

Secara umum dilihat dari dimensi
reliability dengan indikator tersebut di atas
reliability beserta indikatornya: kecermatan
pegawai dalam melayani pengguna layan-

an, memiliki standar pelayanan yang jelas,
keahlian/kemampuan pegawai dalam
menggunakan alat bantu dalam proses
pelayanan, semuanya sudah berjalan
sesuai harapan pengguna layanan.

. "Dimensi Responsiveness (Responsif)

Dimensi responsiveness ini merupakan
kemauan untuk membantu dan memberikan
pelayanan yang cepat dan tepat kepada
pengguna layanan, dengan penyampaian
informasi yang berkaitan dengan keperluan
pelayanan dengan jelas. Secara singkat
dapat diartikan kesigapan dan ketepatan
penyedia layanan dalam menyelesaikan
masalah dan memberikan pelayanan
dengan cepat atau tanggap.

Adapun indikator dimensi responsive-
ness adalah bagaimana respon/tanggapan
dalam menanggapi keluhan keluhan peng-
guna layanan, pegawai layanan sudah
melakukan pelayanan dengan cepat dan
tepat, pegawai melayani dengan tepat
waktu dalam proses pelayanan, keluhan
pengguna layanan di respon oleh pegawai
pelayanan.

Secara umum dilihat dari dimensi
Responsiveness dengan indikator tersebut
di atas bahwa Public service quality dalam
meningkatkan satisfaction dan perception
pada Kantor Dinas Kependudukan Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai
Service Provider sudah berjalan sesuai
harapan pengguna layanan.

Namun, dalam pelaksanaannya masih
ada pengguna layanan yang merasa
pelayanan masih lambat.

Daya tanggap adalah kesediaan pega-
wai pelayanan untuk membantu pengguna
layanan secara tepat waktu akan dapat
mempengaruhi meningkatkan kenyamanan
pengguna layanan.

. Dimensi Assurance (Jaminan)

Dimensi Assurance merupakan jaminan
dan kepastian yaitu pengetahuan, kesopan-
santunan, dan kemampuan para pegawai
pelayanan untuk menumbuhkan rasa perca-
ya pengguna layanan kepada penyedia
layanan. Terdiri dari komponen komunikasi,
kredibilitas, keamanan, kompetensi, dan
sopan santun. Secara singkat dapat diarti-
kan sebagai pengetahuan dan keramah-
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tamahan pegawai dan kemampuan pega-
wai untuk dapat dipercaya dan diyakini.

Adapun indikator dimensi assurance
pada penelitian ini adalah pelaksanaan
pelayanan sudah sesuai dengan standar,
petugas memberikan jaminan tepat waktu
dalam pelayanan, memberikan jaminan
biaya dalam pelayanan.

Secara umum dilihat dari dimensi assur-
ance dengan indikator tersebut di atas
bahwa Public service quality dalam mening-
katkan satisfaction dan perception pada
Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam
Provinsi Kepulauan Riau sebagai Service
Provider sudah berjalan sesuai harapan
pengguna layanan, yaitu pelaksanaan
pelayanan sudah sesuai dengan standar,
petugas telah memberikan jaminan tepat
waktu dalam pelayanan, dan memberikan
jaminan biaya bahwa dalam proses
pengurusan pelayanan adalah gratis semua.

Karena pengguna layanan sudah dibe-
rikan jaminan (assurance) terkait pelayanan
sesuai indikator tersebut di atas, maka akan
menumbuhkan kepercayaan dan persepsi
pengguna layanan terhadap pelayanan di
Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam.

. Dimensi Empathy (Empati)

Dimensi empathy memberi perhatian
yang tulus dan bersifat individual (pribadi)
yang diberikan kepada pengguna layanan
dengan berupaya memahami keinginan
pengguna layanan. Penyedia layanan diha-
rapkan memiliki suatu pengertian untuk
memahami kebutuhan pengguna layanan
secara spesifik, serta memiliki waktu peng-
operasian yang nyaman bagi pengguna
layanan. Secara singkat dapat diartikan
sebagai usaha untuk mengetahui dan
mengerti kebutuhan pengguna layanan
dalam memberi perhatian pribadi, dengan
kata lain adanya rasa peduli.

Adapun indikator dimensi empati pada
penelitian ini adalah pegawai melayani
pengguna layanan dengan keramahan,
pegawai mendahulukan kepentingan peng-
guna layanan dari pada kepentingan pribadi,
pegawai melayani dengan sikap sopan
santun, pegawai tidak melakukan diskrimi-
natif dalam proses layanan, pegawai
melayani dan menghargai setiap pengguna
layanan yang datang.

Secara umum dilihat dari dimensi
empathy dengan indikator tersebut di atas
bahwa Public service quality dalam
meningkatkan satisfaction dan perception
pada Kantor Dinas Kependudukan Kota
Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai
Service Provider sudah berjalan sesuai
harapan pengguna layanan yaitu pegawai
mendahulukan  kepentingan  pengguna
layanan dari pada kepentingan pribadi,
pegawai memberikan layanan dengan sikap
sopan santun, pegawai tidak melakukan
diskriminatif (membeda-bedakan) dalam
proses pelayan--an, pegawai melayani dan
menghargai setiap pengguna layanan yang
datang.

Namun, pada pelaksanaannya masih
ada satu indikator yang belum berjalan
sesuai harapan pengguna layanan, yaitu
pegawai pelayanan belum  melayani
pengguna layanan dengan sikap
keramahan. Masih ada beberapa pegawai
belum memberikan senyuman dan sapaan
kepada pengguna layanan yang akan
melakukan proses pelayanan. Masih
dirasakan oleh pengguna layanan yang
mendapatkan  ketidakramahan pegawai
layanan. Pengguna layanan tidak akan
merasa puas jika pegawai tidak memberikan
keramahan kepada pengguna layanan yang
akan melakukan proses pelayanan.

Salah satu faktor utama kepuasan dalam
pelayanan adalah keramahan kepada
pengguna layanan seperti menyapa dengan
tersenyum. Dengan senyuman dan sapaan
maka pengguna layanan akan merasa
dirinya telah diperhatikan, dan dari sanalah
akan muncul dalam hati pengguna layanan
rasa senang dengan pelayanan yang dibe-
rikan oleh penyedia layanan. Keramahan
memang bukan merupakan aset, tetapi
keramahan adalah kunci kepuasan untuk
menjalin  hubungan yang baik dengan
pengguna layanan.

. Faktor Penduduk dan Penghambat

Dalam proses public service quality
dalam meningkatkan satisfaction dan
perception pada Kantor Dinas Kepen-
dudukan Kota Batam Provinsi Kepulauan
Riau sebagai service Provider tidak selalu
berjalan sesuai dengan harapan, akan
selalu ada faktor yang menghambat proses
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pelayanan publik tersebut, diantaranya
pegawai yang masih kurang. Selain kurang-
nya pegawai, faktor penghambat lain adalah
kurang pahamnya pengguna layanan, dan
juga jalur server offline/down. Selain faktor
penghambat, tentunya terdapat faktor pen-
dukung. Faktor pendukung terwujudnya
pelaksanaan yang berkualitas adalah
dengan adanya fasilitas yang membantu
pegawai dalam melaksanakan tugasnya
melayani pengguna layanan, yaitu berupa
alat bantu komputer dan perangkatnya, dan
alat bantu nomor antrian otomatis, serta
adanya sambungan internet sehingga
proses pelayanan dapat berjalan dengan
lancar.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan
Berdasarkan uraian pada hasil penelitian

dan pembahasan Public service quality dalam

meningkatkan satisfaction dan perception pada

Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam

Provinsi Kepulauan Riau sebagai Service

Provider yang dinilai dari lima dimensi, yaitu

Tangible, Reliability, Responsiveness, Assur-

ance, dan Empathy dapat ditarik simpulan

sebagai berikut:

1. Dimensi Tangible (bukti fisik/berwujud) yang
sudah sesuai dengan harapan pengguna
layanan adalah indikator:

a. Penampilan pegawai dalam melayani
pengguna pelayanan.

b. Menggunakan alat bantu dalam proses
layanan.

Sedang untuk indikator lainnya dari dimensi

tangible yang belum sesuai dengan harapan

pengguna layanan adalah:

a. Kenyamanan tempat melakukan pela-
yanan. Tempat di Kantor Dinas Kepen-
dudukan Kota Batam dinilai masih belum
memberi kenyamanan, karena jumlah
pengguna layanan banyak/ramai sedang
tempatnya sangat kecil.

b. Sarana dan prasarana yang digunakan.
Kelengkapan sarana dan prasarana
belum memadai, karena tempat menulis/
mengisi blanko tidak tersedia, pengguna
layanan mengisi blanko sambil jongkok
beralaskan kursi, jumlah tempat duduk
sangat sedikit sehingga pengguna
layanan banyak yang tidak mendapatkan
tempat duduk.

c. Kedisiplinan pegawai dalam melakukan
pelayanan. Masih ditemukan pegawai
yang belum waktunya istirahat sudah
merokok/istirahat.

d. Pegawai memberi kemudahan dalam
melayani pengguna layanan. Pegawai
tidak meneliti berkas/kelengkapan doku-
men secara keseluruhan, mengakibatkan
pengguna layanan harus bolak balik
melengkapi berkasnya lagi, sehingga
terkesan tidak memberi kemudahan
dalam melayani.

e. Akses pelayanan dalam permohonan
pelayanan. Dinilai masih belum berjalan,
karena belum tersedianya papan infor-
masi tentang akses layanan, kendati
persyaratan/tahapan/alur tersebut sudah
tersedia di web site, namun tidak semua
pengguna layanan (masyarakat) yang
mengerti dan paham dengan web site
tersebut.

2. Dimensi Reliability (Kehandalan). Secara

umum dimensi reliability (kehandalan)
dengan indikator kecermatan pegawai
dalam melayani pengguna layanan, memiliki
standar pelayanan yang jelas, keahlian/
kemampuan pegawai dalam mengguna-
kan alat bantu dalam proses pelayanan,
semuanya sudah berjalan sesuai harapan
pengguna layanan.

. Dimensi Responsiveness (Responsif). Seca-

ra umum dilihat dari dimensi responsiveness
dengan indikator bagaimana respon/tang-
gapan dalam menanggapi keluhan penggu-
na layanan, pegawai layanan sudah melaku-
kan pelayanan dengan cepat dan tepat,
pegawai melayani dengan tepat waktu
dalam proses pelayanan, keluhan pengguna
layanan direspon oleh pegawai pelayanan.
Namun, dalam pelaksanaannya masih ada
pengguna layanan yang merasa pelayanan
masih lambat.

. Dimensi Assurance (Jaminan) Public service

quality dalam meningkatkan satisfaction dan
perception pada Kantor Dinas Kependu-
dukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Service Provider sudah berjalan
sesuai harapan pengguna layanan, vyaitu
pelaksanaan pelayanan sudah sesuai
dengan standar, petugas telah memberikan
jaminan tepat waktu dalam pelayanan, dan
memberikan jaminan biaya bahwa dalam
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proses pengurusan pelayanan adalah gratis
semua.

5. Dimensi Empathy(Empati) Public service
quality dalam meningkatkan satisfaction dan
perception pada Kantor Dinas Kependu-
dukan Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau
sebagai Service Provider sudah berjalan
sesuai harapan pengguna layanan, yaitu
pegawai mendahulukan kepentingan peng-
guna layanan dari pada kepentingan pribadi,
pegawai memberikan layanan dengan sikap
sopan santun, pegawai tidak melakukan
diskriminatif ~(membeda-bedakan) dalam
proses pelayanan, pegawai melayani dan
menghargai setiap pengguna layanan yang
datang. Namun, pada pelaksanaannya
masih ada satu indikator yang belum
berjalan sesuai harapan pengguna layanan,
yaitu pegawai pelayanan belum melayani
peng-guna layanan dengan sikap
keramahan. Masih ada beberapa pegawai
belum memberikan senyuman dan sapaan
kepada pengguna layanan yang akan
melakukan proses pelayanan.

6. Faktor Penghambat dan Penunjang
Faktor penghambat Public service quality
dalam meningkatkan satisfaction dan per-
ception pada Kantor Dinas Kependudukan
Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau seba-
gai Service Provider adalah kurangnya pe-
gawai, kurang pemahaman dari pengguna
layanan, server offline/down. Sedang faktor
pendukungnya adalah adanya fasilitas alat
bantu seperti komputer dan perangkatnya,
nomor antrian otomatis, dan sudah terse-
dianya jaringan internet dan server.

5.2. Saran
Dari simpulan di atas, maka Public service

quality dalam meningkatkan satisfaction dan

perception, Kantor Dinas Kependudukan Kota

Batam Provinsi Kepulauan Riau sebagai

Service Provider harus dapat memperhatikan

hal-hal yang belum sesuai dengan harapan

pengguna layanan, yaitu:

1. Kenyamanan tempat melakukan pelayan-
an. Karena persepsi pengguna layanan
menilai bahwa tempat di Kantor Dinas
Kependudukan Kota Batam masih belum
memberi kenyamanan, maka disarankan
bahwa Kantor Dinas Kependudukan Kota
Batam dapat memperhatikan kondisi tempat
melakukan pelayanan tersebut dengan

memperbesar ruang tunggu pelayanan, agar
pengguna layanan dapat merasa nyaman,
karena tempat yang disediakan saat ini
sangat kecil. Peneliti melihat di Kantor Dinas
Kependudukan ini masih tersedianya tanah
kosong (paving block), disarankan bahwa di
paving block tersebut masih memungkinkan
untuk dibangun ruang satu atap pelayanan.

. Sarana dan prasarana yang digunakan.

Karena persepsi pengguna layanan menilai
bahwa kelengkapan sarana dan prasarana
di Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam
belum memadai, maka disarankan bahwa
Kantor Dinas Kependudukan Kota Batam
dapat memperhatikan sarana dan prasarana
yang ada saat ini, seperti menyediakan
tempat menulis/mengisi blanko, jumlah kursi
perlu ditambah, karena jumlah tempat duduk
tidak sebanding dengan jumlah pengguna
layanan, dan juga toilet, AC, nomor antrian
otomatis perlu mendapat perhatian. Jika
perlu dilengkapi dengan tempat ibu
menyusui atau sarana bermain anak, karena
pengguna layanan banyak yang membawa
anaknya saat menggunakan layanan.

. Kedisiplinan pegawai dalam melakukan

pelayanan. Karena persepsi pengguna
layanan masih menemukan pegawai yang
belum waktunya istirahat sudah merokok/
istirahat, maka disarankan agar atasan
langsung dapat memperhatikan pegawainya
untuk tetap menjaga kedisiplinan, bukan
hanya datang dan pulang kantor saja, tetapi
jam istirahat juga harus disiplin. Disarankan
juga (jika perlu), jam istirahat untuk bagian
pelayanan tidak ada (full pelayanan), namun
bukan berarti pegawai tidak memiliki waktu
istirahat. Jam istirahat pegawai tetap ada,
namun dapat diatur sedemikian rupa
(rolling), tidak istirahat secara serentak selu-
ruh pegawai. Hal ini dilakukan, agar penggu-
na layanan yang bekerja tidak menghabisi-
kan waktunya berlama-lama meninggalkan
pekerjaannya, mereka dapat memperguna-
kan waktu istirahat mereka dalam melaku-
kan pelayanan, apa lagi hanya sekedar
melengkapi kekurangan data atau mengam-
bil dokumen yang jatuh tempo selesainya.

. Pegawai memberi kemudahan dalam mela-

yani pengguna layanan. Karena persepsi
pengguna layanan menilai bahwa pegawai
tidak meneliti berkas/kelengkapan dokumen
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secara partial/tidak  utuh  menyeluruh,
mengakibatkan pengguna layanan harus
bolak balik melengkapi berkasnya lagi
(karena masih ditemukan lagi data yang
kurang), sehingga persepsi pengguna
layanan menilai tidak memberi kemudahan
dalam melayani, maka disarankan pegawai
dapat diberikan pelatihan-pelatihan untuk
meningkatkan kualitas pelayanannya, atau
bagi pegawai yang sudah terlalu lama
bekerja di bagian pelayanan tersebut, dapat
dilakukan mutasi pegawai agar terjadi
penyegaran dalam bekerja.

. Akses pelayanan dalam permohonan pela-
yanan. Karena persepsi pengguna layanan
menilai bahwa akses layanan dalam
permohonan pelayanan masih  belum
berjalan, maka disarankan bahwa papan
informasi tentang akses layanan/alur/
tahapan serta persyaratan dokumen masih
perlu dibuat, (kendati pada bagian
pelayanan lain sudah ada), dan telah
tersedia di website juga, namun tidak semua
pengguna layanan (masyarakat) yang
mengerti dan paham dengan web site
tersebut.

. Pegawai pelayanan belum melayani peng-
guna layanan dengan sikap keramahan.
Karena persepsi pengguna layanan menilai
pegawai dalam melayaninya tidak bersikap
ramah, maka disarankan kepada Kepala
Dinas agar dapat menempatkan pegawai
yang bekerja di bagian pelayanan ini orang-
orang yang bisa bersikap ramah seperti
mudah memberikan sapaan, dan senyuman
kepada pengguna layanan yang akan
melakukan proses pelayanan.

. Disarankan juga untuk menambah tenaga
pegawai pelayanan, baik itu tenaga honorer
maupun pegawai tidak tetap. Hal ini dilihat
karena tidak seimbangnya jumlah pegawai
layanan dengan pengguna layanan begitu
banyak, sehingga pegawai tersebut tidak
sempat menyapa, senyum, dan memberi
kesan ramah, juga tidak sempat untuk
meneliti  berkas/dokumen secara utuh
menyeluruh. Dengan adanya penambahan
tenaga pegawai di bagian pelayanan ini
diharapkan persepsi negatif dari pengguna
layanan sudah tidak ada lagi.
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